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RESUME HASIL AUDIT PENILAIAN KINERJA PHPL 

PADA IUPHHK-HT PT KELAWIT WANALESTARI 

DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 
1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

d. Telepon /  

Email 

: 0541 – 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir. Kurnia 

f. Standar dan Pedoman 

audit yang digunakan 

: a. PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 

b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Tim Audit :  

 1. Ir. Indra Komara (Lead Auditor merangkap Auditor bid. Produksi); 

2. Ir. Marthen Edy (Auditor bid. Ekologi); 

3. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor bid. Prasyarat); 

4. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor bid. Sosial); dan 

5. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil 

Keputusan 

:  

 1. Ir. Kurnia 

2. Ir. Rudy  Setyawan  

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Pemegang Izin : PT KELAWIT WANALESTARI 

b. No. & Tanggal SK IUPHHK-HT : No. SK.169/Menhut-II/2005 Tanggal 16 Juni 2005 

c. Luas dan Lokasi : 22.065 Hektar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 

d. Alamat Kantor : Jl. Camar No. 95 Kelurahan Bandara Kota Samarinda 

e. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Hartono Alpin 

- Komisaris : Daniel Avian Karjadi 

- Direktur Utama : Mulyadi Gani 
- Tomy 

f. Management Representatif : Yacobus Yasmin Pabane 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com


 
 
 

P a g e  2 | 44 

 
DOKUMENTASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Revisi 01.06.16 
Formulir PHPL-12b : Resume Hasil Penilaian 
 
 

3. RINGKASAN TAHAPAN  

Tahapan Lokasi dan Waktu Ringkasan Catatan 
Koordinasi Teknis  
dengan Instansi 
Kehutanan Sebelum ke 
lapangan 

Samarinda, 
16 Desember 2016 

a. Koordinasi teknis awal di BPHP Wil. XI 
Samarinda diterima oleh  Bpk. 
Mohammad Zein Jabatan Kepala Seksi 
PEPH, dibuat BAP Pertemuan. 

b. Koordinasi teknis awal di Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 
diterima oleh Bpk. M. Subiyantoro  
Jabatan Penyelia, dibuat BAP 
Pertemuan. 
 

Konsultasi Publik Base Camp Office 62, 
17 Desember 2016 

 
 

Tempat : R. Pertemuan Kec. Siluq Ngurai 
Hari / Tanggal : Sabtu, 17 Desember 2016 
Peserta :  
Staff Kecamatan, Ketua Adat dan Kapolsek. 

Pertemuan Pembukaan Base Camp Office 62, 
PT KWL 

17 Desember 2016 

Tim Audit menyampaikan dan memberikan 
penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, 

tahap dan kegiatan audit lapangan 
beserta metodologinya, standar acuan 
yang digunakan dan susunan tim audit.  

b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL 
termasuk ketentuan tentang 
kerahasiaan dan ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat 
tugas Manajemen Representatif.  

d. Menandatangani BA Pertemuan 
Pembukaaan  
 

Verifikasi Dokumen 
dan Observasi 
Lapangan 

Observasi lapangan 
di PT KWL & 

wilayah sekitarnya, 
18 - 21 

Desember 2016 

a. Mengumpulkan bukti audit berupa  
dokumen, pernyataan dan data 
lapangan yang terkait dan dapat 
diverifikasi. 

b. Melakukan evaluasi bukti audit yang 
dikumpulkan terhadap norma penilaian 
sesuai standar penilaian berdasarkan 
Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL 
No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. 
 

Pertemuan Penutupan Base Camp 62, 
PT KWL 

22 Desember 2016 

Tim Audit menyampaikan dan memberikan 
penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Kesimpulan audit beserta catatan 

ketidaksesuaian (LKS). 
b. Mengkonfirmasi persetujuan Auditee 

atas ketidaksesuaian berdasarkan hasil 
audit dan kesanggupan pemenuhan 
tindakan perbaikan sesuai LKS yang 
diterbitkan. 

c. Menandatangani BA Pertemuan 
Penutupan. 
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Koordinasi Teknis 
dengan Instansi 
Kehutanan Setelah dari 
lapangan 

Samarinda, 
23 Desember 2016 

a. Koordinasi teknis akhir di BPHP Wil. XI 
Samarinda diterima oleh  Bpk. 
Mohammad Zein Jabatan Kepala Seksi 
PEPH, dibuat BAP Pertemuan. 

b. Koordinasi teknis akhir di Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 
diterima oleh Bpk. Ir. Hudi Wardoyo, 
dibuat BAP Pertemuan. 
 

Pengambilan 
Keputusan 

Samarinda, 
12 – 13  

Januari 2017 

a. PT Kelawit Wanalestari dinyatakan 
LULUS dengan predikat SEDANG 
berdasarkan hasil penilaian kinerja 
PHPL sesuai Lampiran 1.2. Peraturan 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari No. P.14/PHPL/ 
SET/4/2016 tentang Standar Penilaian 
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari pada IUPHHK-HT dan 
Lampiran 2.1. Peraturan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 
tentang Standar Verifikasi Legalitas 
Kayu pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, 
IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan. 

b. Kepada PT Kelawit Wanalestari dapat 
diterbitkan Sertifikat Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) 
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4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI 

A. KRITERIA  :   PRASYARAT 

1. Indikator  1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

Nomor & Judul Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.1.1   

Ketersediaan Dokumen Legal 

dan Administrasi Tata Batas (PP,  

SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT, 

Buku TBT, Peta TBT, BATB) 

 

CD Baik Tersedia dokumen legal Perusahaan berupa 

Akta Pendirian yaitu Akta No. 129 tanggal 14 

Agustus 1990, Akta Perubahan yaitu Akta No. 

12 tanggal 13 Maret 2015, TDP, SIUP, NPWP, 

SITU dan SK IUPHHK-HTI PT Kelawit 

Wanalestari No. 169/Menhut-II/2005 tanggal  

16 Juni 2005 serta tersedia dokumen tata batas 

sesuai dengan tingkat realisasinya. 

1.1.2   

Realisasi Tata Batas dan 

Legitimasinya (BATB) 

D Sedang Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata 

batas temu gelang yang dibuktikan dengan 

pengeluaran biaya dan administrasi (Surat 

BPKH No. S.743/BPKH IV-2/2016)  minimal 

pada proses penyusunan pedoman tata batas.  

1.1.3 

Pengakuan Para Pihak Atas 

Eksistensi Areal IUPHHK 

Kawasan Hutan (BATB) 

CD Sedang Terdapat konflik batas dengan perusahaan 

perkebunan PT TSS Pemegang HGU No. 

59/HGU/BPN/2005 tanggal 2 Juni 2005 dan 

ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan 

konflik secara terus menerus. 

1.1.4 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan (apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier 

ini menjadi Not Aplicable) 

CD Sedang Terdapat perubahan fungsi kawasan di areal 

kerja Auditee, namun atas perubahan tersebut 

Auditee menyampaikan Surat No. 02/KWL1-

JKT/VI/2014 sebagai usulan agar Kementerian 

Kehutanan meninjau kembali Keputusannya 

yang berkaitan dengan perubahan fungsi 

kawasan hutan. Sebagai jawaban atas Surat 

tersebut terbitlah Direktorat Perencanaan 

Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi 

Kehutanan Kementerian Kehutanan No. 

S.223/REN-3/2014 yang menyatakan bahwa 

areal seluas ± 4.434 Ha sesuai dengan 

keputusan tersebut masih dapat dikelola 

sampai berakhirnya IUPHHK-HTI PT Kelawit 

Wanalestari. 

 

1.1.5 

Penggunaan Kawasan di Luar 

Sektor Kehutanan (Apabila tidak 

ada penggunaan kawasan di luar 

sektor Kehutanan maka verifier 

ini menjadi Not Aplicable). 

CD Sedang Auditee masih melakukan monitoring kegiatan 

penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan 

yaitu perusahaan perkebunan PT TSS 

Pemegang HGU No. 59/HGU/BPN/2005 

tanggal 2 Juni 2005, secara keseluruhan di 

areal kerjanya, namun untuk upaya 

mencegahnya dan melaporkan kepada instansi 
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Nomor & Judul Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

yang berwenang belum dilakukan oleh 

perusahaan 

Kesimpulan Indikator  1.1 13 / 18  =  72,22%  ( SEDANG ) 

2. Indikator  1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

Nomor & Judul Verifier Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.2.1   

Keberadaan Dokumen Visi, Misi 

Dan Tujuan Perusahaan Yang 

Sesuai Dengan PHPL.  

CD Baik Terdapat Vsi dan Misi PT Kelawit Wanalestari 

yang telah diputuskan oleh Direktur (terakhir 

melalui SK. No. 01/Dir/I/2016 bulan Januari 

2016). Isi Visi dan Misi sesuai dengan 

kerangka PHPL yaitu dalam rangka menjamin 

kelestarian produksi, ekologi dan sosial 

1.2.2   

Sosialisasi Visi, Misi Dan Tujuan 

Perusahaan 

CD Baik Sosialisasi dilakukan mulai dari level 

pemegang izin (di Camp PT Kelawit 

Wanalestari) dan masyarakat setempat (Desa 

Rikong, Kendesiq, Muara Siram dan Ponaq), 

serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). 

1.2.3   

Kesesuaian Visi, Misi dengan 

Implementasi PHPL 

D Sedang Selama periode penilaian diketahui bahwa 

implementasi kegiatan pengelolaan hutan 

lestari (PHL) PT. Kelawit Wanalestari terdapat 

sebagian kegiatan yang telah sesuai dengan 

visi dan misinya. 

Kesimpulan Indikator  1.2 10 / 12 =  83,33%  ( BAIK )  

 

3. Indikator  1.3 : Jumlah Dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang 

Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung 

Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan 

Latihan 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.3.1   

Keberadaan tenaga 

profesional bidang kehutanan 

(sarjana kehutanan dan tenaga 

teknis menengah kehutanan) 

di lapangan pada setiap 

bidang kegiatan pengelolaan 

hutan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 

 

CD Baik Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan 

di PT. Kelawit Wanalestari di lapangan tersedia 

pada seluruh bidang pengelolaan hutan tanaman 

industri (Ganis PHPL KURPET, CANHUT, 

NENHUT, BINHUT DAN PKB-R) sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (P.16/PHPL-BPHH/2015). 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.3.2   

Peningkatan Kompetensi SDM 

D Baik Realisasi peningkatan kompetensi SDM sejak 

tahun 2012 s.d. 2016 sebesar 101 % atau > 70% 

dari rencana sesuai kebutuhan. 

 

1.3.3   

Ketersediaan Dokumen 

Ketenagakerjaan 

D Baik Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh 

bagian SDM PT. Kelawit Wanalestari selama priode 

audit adalah tersedia lengkap (terdapat Daftar 

Kaaryawan, PKB, Laporan Tenaga Kerja, BPJS, 

Perjanjian Kontrak Kerja, Pembayaran Gaji dll) 

 

Kesimpulan Indikator  1.3 15 / 15  =  100%  ( BAIK ) 

 

4. Indikator  1.4 : Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan Periodik, Evaluasi, dan Penyajian Umpan Balik 

Mengenai Kemajuan Pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.4.1   

Kelengkapan Unit Kerja 

Perusahaan Dalam Kerangka 

PHPL. 

D Baik Tersedia struktur organisasi PT. Kelawit 

Wanalestari (terakhir disahkan oleh Direktur 

pada Mei 2016) dan dilengkapi job description 

setiap jabatan (terdapat 25 jabatan) yang sangat 

memadai untuk melaksanakan PHPL dan telah 

disahkan oleh Direksi 

1.4.2   

Keberadaan Perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

Tenaga Pelaksana 

CD Baik Selama periode penililaian manajemen PT. 

Kelawit Wanalestari menerapkan Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) yang dilengkapi 

perangkat memadai (berbasis IT) berjumlah 39 

unit alat dan tenaga pelaksananya (SK. No. 

03/KWL-Ponaq/X/2016) 

1.4.3   

Keberadaan SPI / Internal auditor 

dan Efektifitasnya 

D Sedang Organisasi SPI/ Internal auditor ada (terakhir 

Surat Penunjukan No. 015/KWL-HRD/Camp 

38/VI/2016), namun belum berjalan dengan 

efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 

kegiatan (Audit Report No. 

001/KWL/AR/IA/12/14). 

1.4.4   

Adanya tindakan pencegahan & 

perbaikan manajemen berdasar-

kan hasil Monitoring dan Evaluasi 

CD Sedang Ada tindakan pencegahan dan perbaikan baru 

sebagian saja yang dilaksanakan oleh 

manajemen PT. Kelawit Wanalestari di lapangan 

berdasarkan monitoring dan evaluasi yang 

disampaikan oleh Tim Internal Audit 

Kesimpulan Indikator  1.4 15 / 18 =  83,33% ( BAIK  ) 
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5. Indikator  1.5 : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 

(PADIATAPA) 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

1.5.1   

Persetujuan Rencana 

Penebangan Melalui 

Peningkatan Pemahaman, 

Keterlibatan, Pencatatan Proses 

dan Diseminasi isi 

Kandungannya. 

CD Baik Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi 

kepentingan hak-hak masyarakat setempat 

(Desa Ponaq, Kendesiq, Muara Siram dan 

Rikong) telah mendapatkan persetujuan 

(sebagiannya terdapat Perjanjian dan 

dinotariskan) atas dasar informasi awal yang 

memadai 

1.5.2   

Persetujuan Dalam Proses Tata 

Batas 

D Sedang Terdapat persetujuan dalam proses tata batas 

(baru tahap pembahasan) dari sebagian para 

pihak (minimal 50%), masih terdapat  konflik 

batas dengan perusahaan perkebunan PT TSS 

Pemegang HGU No. 59/HGU/BPN/2005 tanggal 

2 Juni 2005. 

1.5.3   

Persetujuan Dalam Proses dan 

Pelaksanaan CSR/CD 

D Baik Terdapat persetujuan (terdapat Perjanjian dan 

pengajuan proposal bantuan dari masyarakat 

dan Desa – Kendesiq, Rikong, Muara Siram dan 

Ponaq) dalam proses dan pelaksanaan 

CSR/CD. 

1.5.4   

Persetujuan Dalam Proses 

Penetapan Kawasan Lindung 

CD Sedang Terdapat persetujuan dalam proses penetapan 

kawasan lindung dari sebagian (Desa Rikong, 

Muara Siram, Ponaq) para pihak (minimal 50%). 

Kesimpulan Indikator  1.5 15 / 18 =  83,33%  ( BAIK  ) 
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B. KRITERIA  :   PRODUKSI 

6. Indikator  2.1 : Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan 

Hutan Lestari  

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.1.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Jangka Panjang (management 

plan) yang telah Disetujui oleh   

Pejabat yang Berwenang 

D Baik Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI berdasarkan 

Deliniasi Mikro yang sudah disetujui oleh pejabat 

yang berwenang dan disusun dengan 

mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak 

dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban 

RKU 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang 

D Sedang Rencana dalam blok RKTUPHHK-HTI tahun 

2013 seluas 4.162 Ha adalah merupakan 

gabungan dari CO tahun 2012 seluas 3.250 Ha 

(52 petak) dan murni tahun 2013 seluas 911 ha, 

terdapat kesesuaian pada sebagian alokasi 

dalam blok RKUPHHK-HTI.  Sementara 

RKTUPHHK-HTI tahun 2014 tidak dibuat karena 

proses High Conservation Value (HCV) dan 

High Carbon Stock(HCS) belum selesai.  Untuk 

tahun RKTUPHHK-HTI tahun 2015 (blok III) 

menggunakan alokasi blok II dan I pada 

RKUPHHK-HTI, sehingga tidak terdapat 

kesesuaian lokasi maupun luasan, demikian 

pula pada blok RKTUPHHK-HTI tahun 2016 

(blok IV) yang menggunakan alokasi blok II, V, 

dan VI dari RKUPHHK-HTI, sehingga tidak 

terdapat kesesuaian lokasi dan luasan. 

Penatan areal kerja untuk RKTUPHHK-HTI 

tahun 2012 s/d 2016 hanya sebagian yang 

sesuai dengan RKUPHHK-HTI 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak /compartemen kerja 

CD Sedang Terdapat tanda batas blok dan petak kerja 

namun hanya sebagian (minimal 50%) yang 

terlihat dengan jelas di lapangan 

Kesimpulan Indikator  2.1 12 / 15  =  80,00%  ( SEDANG ) 

 

7. Indikator  2.2 : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan 

Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB/ Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

D Sedang Terdapat data potensi tegakan tipe ekosistem 

tanah kering dari hasil risalah hutan dan 

inventori tanaman 3 tahun terakhir beserta 

kelengkapan peta pendukungnya (Peta Areal 

Kerja PHI dan Peta Areal Kerja PSP), namun 

tidak memiliki kelengkapan peta jalur survei, 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

peta pohon dan peta kontur untuk areal hutan 

alam 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang Riap 

Tegakan 

CD Baik Terdapat laporan hasil pengukuran petak ukur 

permanen (Permanent Sample Plot) periode 

tahun 2015 yang merupakan pengukuran ke-1, 

ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam satu daur 

pertumbuhan tanaman pokok dan sudah 

dianalisis 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal/self JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi Kemam-

puan Pertumbuhan Tegakan 

CD Sedang Terdapat bukti upaya melakukan analisis data 

potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun 

terakhir atau selama waktu penilaian dan 

menyampaikan laporan, namun hasil 

perhitungan riap tidak digunakan dalam 

penyusunan RKTUPHHK-HTI 

Kesimpulan Indikator  2.2 9 / 12 =  75,00%  ( SEDANG ) 

 

8. Indikator  2.3 : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk 

Menjamin Regenerasi Hutan 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D Baik SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur 

(THPB) tersedia dengan lengkap, serta isinya 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan 

ketentuan teknis 

Terdapat SOP-SOP lainnya yang menunjang 

SOP tahapan sistem silvikultur THPB, yang 

tebagi dalam bagian Planning & Enviromental, 

Plantation, Production, dan Forest Protection. 

Seluruh SOP dibuat pada tahun 2012 dan 

sampai dengan penilaian audit tahap II belum 

ada revisi / perbaikan. 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh Ta-

hapan Kegiatan Sistem Silvikultur  

D Sedang 1. Penataan areal kerja (PAK) :   Berdasarkan 

observasi lapangan ditemukan tanda-tanda 

batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2012, 

2013, 2015, dan 2016 di Distrik Ponaq 

berupa plang dengan cat putih tulisan hitam 

(ukuran 65x125 cm dan 82x125 cm).  

Sementara untuk batas petak secara 

keseluruhan sama yaitu berupa patok ukuran 

3 x 9 cm berwarna putih pada bgian atas 

dengan tulisan No Petak dan Zona berwarna 

merah dan putih (2015). 

2. Risalah Hutan :   Risalah hutan untuk rencana 

tebangan pada areal LOA (hutan alam) 

terjadi pada tahun 2012 dan 2013, dimana 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

data yang digunakan adalah hasil cruising 

Deliniasi Mikro pada areal RKTUPHHK-HTI 

tahun 2012 dan 2013.  Sementara untuk 

tahun 2015 dan 2016 adalah merencanakan 

tebangan pada hutan tanaman, dan yang 

menjadi dasar risalah hutan adalah hasil TSP 

atau PHI dari tanaman tahun 2010 dan 2011. 

3. Pembukaan Wilayah Hutan :  Berdasarkan 

observasi lapangan tidak ditemukan kegiatan 

pembuatan jalan karena seluruh aksesibilitas 

jalan sudah ada, kegiatan yang ada adalah 

rehabilitasi jalan.   

4. Pengadaan Bibit :  Pada tahun 2012 dan 

2013 pengadaan bibit tanaman bersumber 

dari persemaian sendiri dan kiriman dari SRH 

(Group).  Persemaian yang dimiliki oleh PT. 

Kelawit Wanalestari adalah seluas 1,38 Ha.  

Kondisi saat ini (setelah 3 tahun vakuum) 

tidak terawat dan hancur. 

5. Penyiapan Lahan :  Pada tahun 2012 masih 

terdapat kegiatan penyiapan lahan, dan sejak 

tahun 2013 sampai dengan saat penilaian 

audit tahap II tidak ada kegiatan. 

6. Penanaman :  Pada tahun 2012 masih 

terdapat kegiatan penanaman, dan sejak 

tahun 2013 sampai dengan saat penilaian 

audit tahap II tidak ada kegiatan. 

7. Pemeliharaan tanaman :  Pada tahun 2012 

masih terdapat kegiatan pemeliharaan 

tanaman, dan sejak tahun 2013 sampai 

dengan saat penilaian audit tahap II tidak ada 

kegiatan. 

8. Pemanenan :   Pada tahun 2012 masih 

terdapat kegiatan pemanenan, dan sejak 

tahun 2013 sampai dengan saat penilaian 

audit tahap II tidak ada kegiatan  

9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan :  

Kegiatan perlindungan dan pengamanan 

hutan sejak tahun 2012 sudah terbentuk tim 

fire safety yang terdiri dari security dan 

karyawan, sejak Pebruari 2016 dibentuk 

DALKARHUTLA, selain itu juga dilakukan 

kegiatan patroli rutin dan pemasangan plang-

plang peringatan dan himbauan. 

Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan 

sistem silvikultur THPB 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak Tebang 

D Baik Berdasarkan Laporan Inventarisasi TSP/PHI 

Tahun 2015 didapatkan data potensi Acacia 

mangium sebesar 153,89 m3/ha dan Tahun 

2016 s/d Desember 2016 didapatkan data 

potensi Acacia mangium sebesar 140,04 m3/ha 

dan  Acacia crassicarpa sebesar 129,56 m3/ha. 

Berdasarkan data tersebut diatas terdapat 

permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu 

menjamin terjadinya kelestarian pemanenan 

hasil (> 120 m3/ha). 

 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

CD Baik Berdasarkan pengamatan rata-rata diatas, 

ditemukan nilai persen tumbuh pada tingkat 

permudaan adalah sebesar 102,06% untuk 

jumlah batang per hektar dan 97,37% untuk 

jumlah pohon per hektar. 

 

Kesimpulan Indikator  2.3 19 / 21  =  90,48%  ( BAIK  ) 

 

9. Indikator  2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan 

Dalam Pemanfaatan Hutan 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

D Baik Tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan 

ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan 

pengelolaan hutan berupa SOP RIL dan Micro 

Planning dan isinya sesuai untuk karakteristik 

kondisi setempat 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

 

D Sedang Terdapat 2 (dua) kegiatan yang telah dilakukan 

oleh auditee berupa pengelolaan ramah 

lingkungan yaitu micro planning dan pengkajian 

Penentuan Kelas Lahan 

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan 

pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil 

2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

 

CD Buruk Tidak didapatkan nilai Faktor Eksploitasi 

dikarenakan 4 (empat) tahun terakhir tidak ada 

kegiatan pemanenan.  Sementara pemanenan 

tahun 2012 pada areal LOA berdasarkan 

sampling dari 3 (tiga) petak didapatkan nilai rata-

rata Fe sebesar 0,72.. 

Kesimpulan Indikator  2.4 11 / 15 =  73,33%  (SEDANG) 
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10. Indikator  2.5 : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja 

Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Areal Kerjanya 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT.RTT) 

yang Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka Panjang 

(RKU/RKPH) dan Disahkan 

Sesuai Peraturan yang Berlaku 

(Dinas Prov, self approval)  

CD Sedang Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI lebih dari 

50% (dari periode waktu penilaian) yang disusun 

berdasarkan RKUPHHK-HTI dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek dengan 

Rencana Jangka Panjang 

D Baik Terdapat peta kerja sesuai RKTUPHHK-HTI / 

RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat 

yang berwenang yang menggambarkan areal 

yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / 

ditanam / dipelihara beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok Tebang-

an / Dipanen / Dimanfaatkan / 

Ditanam / Dipelihara beserta 

Areal yang Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung (untuk 

Konservasi/ buffer zone/ 

pelestarian plasma nutfah / religi 

/budaya/sarana pra-sarana dan 

Penelitian dan Pengembangan) 

D Sedang Terdapat implementasi peta kerja berupa 

penandaan pada sebagian batas blok tebangan 

/ dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara 

beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan 

lindung 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, Jenis 

dan Volume Panen dengan 

Dokumen Rencana Jangka 

Pendek  

D Sedang Secara keseluruhan realisasi produksi 5 (lima) 

tahun terakhir adalah sebesar 67.642,45 m3 dari 

rencana 413.980,60 m3 atau tercapai 16,34% 

atau realisasi volume tebangan < 70% dari 

rencana tebangan tahunan dan lokasi sesuai 

dengan RKTUPHHK-HTI yang disahkan 

Kesimpulan Indikator  2.5 16 / 21 =  76,19%  ( SEDANG ) 
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11. Indikator  2.6 : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan 

Re-investasi  yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam 

Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan 

Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber 

daya Manusia 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

 

CD Buruk Didapakan bahwa opini auditor adalah 

menyajikan secara wajar, nilai Likuiditas <100%, 

Solvabilitas <100%, dan Rentabilitas negatif. 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan pedoman 

Pelaporan Keuangan Peman-

faaran Hutan Produksi (yang 

telah diaudit oleh akuntan publik) 

CD Baik Selama 4 (empat) tahun terakhir telah 

direalisasikan dana untuk kegiatan pembangunan 

HTI sebesar Rp 43.181.681.977,- dari rencana 

kebutuhan kelola sebesar Rp 47.388.402.666,- 

atau tingkat ketercapaian sebesar 91%.   

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD Sedang Berdasarkan data selama 4 (empat) tahun 

terakhir didapatkan rata-rata perbedaan 

ketercapaian kegiatan-kegiatan pembangunan 

hutan tanaman (HTI) sebesar 38,75% atau antara 

20-50%. 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD Sedang Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis 

kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai 

dengan tata waktu 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

D Sedang Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, 

tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh 

IUPHHK-HTI (86%) lebih dari 80% tapi belum 

seluruhnya 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/ Pembinaan Hutan 

 

CD Buruk Rata-rata ketercapaian fisik kegiatan penanaman 

/ pembinaan hutan adalah 7,96% (< 50%) dari 

yang seharusnya, hal ini disebabkan karena sejak 

tahun 2013 perusahaan menerapkan moratorium 

seluruh kegiatan kegiatan termasuk penanaman / 

pembinaan hutan. 

Kesimpulan Indikator  2.6 13 / 21 =  61,90%  ( SEDANG  ) 
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C. KRITERIA  :   EKOLOGI 

12. Indikator  3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi 

pada Setiap Tipe Hutan  

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D Baik Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen 

perencanaan yang ada seperti AMDAL (1998) 

dan RKU (2008), dan seluruhnya sesuai 

dengan kondisi biofisiknya  

 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 

tanda batas dikenali) 

D Sedang - Penataan batas KL baru mencapai 54.7%  

dari yang seharusnya 

- Tanda batas dilapangan sesuai dengan 

SOP yang ada 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

D Sedang - Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 

8 OLI Band 653 Path/Row 117/61 liputan 

tanggal 8 April 2016 skala 1:50.000, 

diketahui bahwa areal kawasan lindung (KL) 

yang masih berhutan adalah sekitar 51,6% 

dari luas total KL sebesar 2.209 ha, dalam 

hal ini, maka auditee wajib melaksanakan 

terselenggaranya fungsi lindung dari 

kawasan lindung, antara lain dapat dicapai 

dengan cara menghutankan kembali 

kawasan lindung 

- Sampai saat audit ini dilaksanakan pada 

Des 2016, belum ada rencana/realisasi 

penanaman rehabilitasi/pengayaan di areal 

kawasan lindung yang mempunyai tutupan 

lahan berupa tanah terbuka atau semak 

belukarBerdasarkan Peta Penafsiran Citra 

Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 117/61 

liputan tanggal 8 April 2016 skala 1:50.000, 

diketahui bahwa areal kawasan lindung (KL) 

yang masih berhutan adalah sekitar 51,6% 

dari luas total KL sebesar 2.209 ha, dalam 

hal ini, maka auditee wajib melaksanakan 

terselenggaranya fungsi lindung dari 

kawasan lindung, antara lain dapat dicapai 

dengan cara menghutankan kembali 

kawasan lindung 

- Sampai saat audit ini dilaksanakan pada 

Des 2016, belum ada rencana/realisasi 

penanaman rehabilitasi/pengayaan di areal 

kawasan lindung yang mempunyai tutupan 

lahan berupa tanah terbuka atau semak 

belukar 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

CD Sedang - Bukti pengakuan dari pemerinah pusat dan 

pemerintah daerah terhadap kawasan 

lindung telah tersedia yang diwujudkan 

dalam bentuk-bentuk pengesahan dokumen 

rencana kerja seperti RKU dan RKT. 

- Bukti pengakuan dari stakeholder 

terpengaruh yang lebih luas - mencakup 

masyarakat sekitar IUPHHK-HT - tidak 

tersedia. Yang tersedia berupa upaya-upaya 

sosialisasi yang dilaksanakan oleh 

perusahaan, berupa Laporan sosialisasi 

FCP (Forest Conservation Policy), termasuk 

didalamnya sosialisasi kawasan lindung, 

yang dilakukan pada tanggal 26 s.d 27 Mei 

2014 di desa-desa Kendesig, Rikong, Muara 

Siram, dan Muara Ponaq. 

- Hasil penafsiran citra menunukkan terdapat 

tutupan berupa tanah terbuka, belukar 

muda/semak, dan belukar pada areal 

lindung. Hal ini mengindikasikan terdapat 

gangguan terhadap KL. 

- Hasil observasi lapang, ditemukan 

tumpukan balok kayu ulin dan bekas pondok 

masyarakat yang berladang didalam areal 

KPSL pada posisi koordinat sekitar S 00o49’

14.8” dan E 116o03’23.3”.  

- Kesimpulan auditor, belum semua 

masyarakat mengerti dan mengakui tentang 

fungsi dan manfaat kawasan lindung. 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL  

D Baik Terdapat bukti laporan/dokumentasi 

pengelolaan KL terhadap semua jenis KL hasil 

tata ruang areal. 

Kesimpulan Indikator  3.1 22 / 27  =  81,48%  ( BAIK  ) 

 

13. Indikator  3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

D Baik - Terkait dengan telah terbitnya Permen LHK 

No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, 

maka SOP terkait perlindungan dan 

pengamanan hutan seharusnya direvisi agar 

selalu mengacu terhadap setiap peraturan 

terbaru. 

- PT. KWL telah memiliki SOP perlindungan 

dan pengamanan hutan, tetapi belum 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

mengacu ke Permen LHK No. 

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

- SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

belum merinci hal-hal terkait 

perambahan/okupasi/klaim lahan, 

penebangan liar, dan peladang liar 

- SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

belum mengacu ke Permen LHK No. 

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

- SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

belum merinci hal-hal terkait 

perambahan/okupasi/klaim lahan, 

penebangan liar, dan peladang liar 

3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

D Sedang - PT. KWL telah memiliki sarana prasarana 

perlindungan hutan, yang terdiri dari sarana 

prasarana untuk tim dalkarhutla dan sarana 

prasarana untuk tim security. 

- Sarana prasarana perlindungan hutan yang 

dimiliki oleh PT. KWL belum sepenuhnya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 

2016 tentang Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan. 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D Sedang - Terkait dengan pengamaman hutan secara 

keseluruhan di areal pemegang izin, 

terdapat dua kelompok personil 

pengamanan hutan, yakni personil 

pengamanan outsoursing yang ditangani 

oleh PT. SOS berdasarkan surat perjanjian 

dengan PT. KWL dan personil pengamanan 

internal dari bagian Fire & Safety yang 

terdapat dalam struktur organisasi pemadam 

kebakaran PT. KWL. 

 

- Berdasarkan struktur organisasi pemadam 

kebakaran PT. KWL, terdapat 3 (tiga) regu 

inti RPK, dengan total personil regu Inti RPK 

berjumlah 15 orang, satu orang diantaranya 

telah memiliki sertifikat pelatihan damkar 

atas nama Ismail (jabatan Fire Boss). 

- Selain itu, terdapat SK Direksi PT. KWL No. 

02/Dir/VI/2016 tentang penetapan 

Emergency Respon Tim (ERT) kebakaran 

PT. KWL yang dilengkapi dengan struktur 

organisasi dan nama-nama personilnya, 

yang difungsikan sebagai regu pendukung 

RPK. 

- Berdasarkan struktur organisasi PT. SOS 

site PT. KWL, total jumlah personil security 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

PT. SOS yang bertugas di areal PT. KWL 

adalah sebanyak 6 orang, terdiri dari Danru 

(shift leader) sebanyak 2 (dua) orang, 

anggota (security officer) sebanyak 4 

(empat) orang. 

- Terdapat dokumen sosialisasi pembentukan 

MPA di Desa Rikong dan Desa Kendesiq. 

- Terdapat dokumen sosialisasi perencanaan 

DMPA Desa Rikong 

- Jumlah dan kompetensi personil regu inti 

RPK  belum sepenuhnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, dalam hal ini 

Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

D Sedang PT. KWL baru melakukan tindakan preemtif 

dan preventif dalam kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan, tetapi belum melakukan 

tindakan represif. 

Kesimpulan Indikator  3.2 16 / 24 =  66,67%  ( SEDANG  ) 

 

14. Indikator  3.3 : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan 

Air Akibat Pemanfaatan Hutan 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

D Sedang - PT. KWL telah memiliki SOP pengelolaan 

dan pemantauan dampak terhadap tanah 

dan air tetapi tidak mencakup pengelolaan 

seluruh dampak terhadap tanah dan air 

akibat pemanfaatan hutan 

- PT. KWL belum memiliki SOP terkait 

konservasi tanah dan air pada pekerjaan 

pembuatan jalan, lokasi Tpn/TPK, atau 

konservasi pada tebing sungai maupun SOP 

terkait pemantauan arah dan kecepatan 

angin, sebagaimana direkomendasikan 

dalam dokumen Amdal (1998) 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D Sedang - PT. KWL telah menyediakan sarana 

pengelolaan dan pemantauan tetapi belum 

sepenuhnya sesuai dengan dokumen 

perencanaan 

- Sarana pemantauan yang belum tersedia 

sesuai dengan rekomendasi dokumen 

perencanaan (Amdal, 1998) adalah SPAS 

dan anemo meter. 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D Baik PT. KWL telah memiliki SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil 

yang telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

D Sedang - PT. KWL telah memiliki dokumen rencana 

pengelolaan yakni Amdal (1998) dan RKU 

(2008) dan sudah diimplementasikan 

sebagian 

- Kegiatan pengelolaan yang belum 

dilaksanakan oleh PT. KWL sebagaiaman 

yang sudah direncanakan dalam dokumen 

Amdal (1998) dan RKU (2018) adalah: 

a. Belum melaksanakan penanaman cover 

crop jenis legum 

b. Belum membuat jebakan sedimen atau 

bangunan konservasi untuk pengendalian 

erosi tanah 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D Sedang - PT. KWL telah memiliki dokumen rencana 

pemantauan yakni Amdal (1998) dan RKU 

(2008) dan sudah diimplementasikan 

sebagian 

- Kegiatan pemantauan yang belum 

dilaksanakan oleh PT. KWL sebagaiaman 

yang sudah direncanakan dalam dokumen 

Amdal (1998) dan RKU (2018) adalah: 

a. Belum melakukan pemantauan arah dan 

kecepatan angin 

b. Belum melakukan pemantauan suhu 

c. Belum melakukan pemantauan kesuburan 

tanah 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

D Sedang - Hasil uji petik lapangan, terlihat di beberapa 

tempat tanda-tanda telah terjadinya 

sedimentasi seperti di sekitar water point 03 

pada posisi koordinat sekitar S 00o47’09.9” 

dan E 116o03’06.2”. Selain itu, saat uji petik 

alat ukur TMA di Sungai Ponaq, terlihat air 

sungai Ponaq agak keruh. 

- Hasil uji lab air tahun 2015, menunjukkan 

semua parameter berada dibawah baku 

mutu kecuali BOD. 

- Hasil uji petik lapangan dan hasil uji lab 

menunjukkan terdapat indikasi terjadinya 

dampak yang besar dan penting terhadap 

tanah dan air 

Kesimpulan Indikator  3.3 26 / 36  =  72,22%  ( SEDANG ) 
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15. Indikator  3.4 : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau 

Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah 

(threatened) dan Endemik 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur identifi-

kasi flora dan fauna yang dilin-

dungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik 

mengacu pada perundangan/ 

peraturan yang berlaku 

D Baik - PT. KWL telah memiliki prosedur identifikasi 

flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik 

- SOP Identifikasi Flora sudah mengacu ke 

beberapa peraturan seperti PP No. 7 tahun 

1999 dan Appendix CITES tetapi belum 

mengacu kepada Redlist IUCN, meliputi 

identifikasi terhadap vegetasi tingkat semai 

(diameter <2 cm atau tinggi >10 cm - <2 m), 

tingkat pancang (diameter >2 - <10 cm 

dengan tinggi > 2 m), tingkat tiang (diamater 

>10 - <20 cm), dan tingkat pohon (diameter 

>20 cm). 

- SOP Identifikasi Jenis Fauna sudah 

mengacu ke beberapa peraturan seperti PP 

No. 7 tahun 1999 tetapi belum mengacu 

kepada Redlist IUCN dan Appendix CITES, 

meliputi identifikasi terhadap jjenis burung, 

mamaia, dan reptilia, tetapi belum mencakup 

identifikasi terhadap amphibi. PT. KWL telah 

memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna 

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik 

- SOP Identifikasi Flora sudah mengacu ke 

beberapa peraturan seperti PP No. 7 tahun 

1999 dan Appendix CITES tetapi belum 

mengacu kepada Redlist IUCN, meliputi 

identifikasi terhadap vegetasi tingkat semai 

(diameter <2 cm atau tinggi >10 cm - <2 m), 

tingkat pancang (diameter >2 - <10 cm 

dengan tinggi > 2 m), tingkat tiang (diamater 

>10 - <20 cm), dan tingkat pohon (diameter 

>20 cm). 

- SOP Identifikasi Jenis Fauna sudah 

mengacu ke beberapa peraturan seperti PP 

No. 7 tahun 1999 tetapi belum mengacu 

kepada Redlist IUCN dan Appendix CITES, 

meliputi identifikasi terhadap jjenis burung, 

mamaia, dan reptilia, tetapi belum mencakup 

identifikasi terhadap amphibi. 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

D Baik - PT. KWL telah melakukan identifikasi flora 

dan fauna yang mencakup seluruh jenis 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik yang terdapat 

di areal pemegang izin 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

- Berdasarkan dokumen yang ada, diketahui 

bahwa PT. KWL telah melaksanakan 

kegiatan identifikasi flora dan fauna 

dilindungi sejak tahun 1998 (studi Amdal) 

sampai saat ini 

- Jenis-jenis yang sudah diidentifikasi antara 

lain: 

a. Jenis flora dilindungi 

b. Jenis mamalia 

c. Jenis aves/burung 

d. Jenis reptilia 

e. Jenis ikan 

f. Jenis Amphibi 

Kesimpulan Indikator  2.4 10 / 12 =  83,33%  ( BAIK  ) 

 

16. Indikator  3.5 : Pengelolaan Flora untuk: 

1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 

dan bagian yang tidak rusak 

2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.5.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

D Sedang - PT. KWL telah memiliki prosedur 

pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan 

endemik yang terdapat di areal pemegang 

izin 

- SOP pengelolaan flora tidak sepenuhnya 

mengadopsi bentuk-bentuk pengelolaan 

flora yang direncanakan dalam dokumen 

Amdal (1998) dan RKU (2008). 

- SOP pengelolaan flora diatas masih bersifat 

umum, dengan kata lain pengelolaan flora 

belum berbasis pada jenis flora dilindungi 

berdasarkan hasil identifikasi. 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

D Sedang - PT. KWL telah mengalokasikan sebagian 

arealnya untuk tujuan pengelolaan flora, 

berupa KPPN seluas 1.169 ha (RKU, 2008) 

dan sebagian telah ditatabatas di lapangan 

dengan dokumen pendukung berupa BA 

Penyelesaian kegiatan tata batas KPPN, 

sebaaimana sudah dibahas pada verifier 

3.1.2 

- PT. KWL telah melakukan pengelolaan flora 

sesuai dengan bentuk-bentuk pengelolaan 

flora yang ada di dalam SOP pengelolaan 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

fora dilindungi. 

- PT. KWL belum sepenuhnya melakukan 

pengelolaan flora dilindungi berbasis jenis, 

seperti menanam jenis-jenis lokal yang 

dilindungi di areal KL, sebagaimana 

direkomendasikan dalam dokumen Amdal 

(1998) dan RKU (2008). 

3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

D Sedang - Salah satu tolak ukur kondisi spesies flora 

dilindungi dikatakan baik adalah keberadaan 

spesies flora dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

mengalami kondisi yang minimal sama dari 

kondisi rona awal saat studi Amdal sebelum 

ada kegiatan pemegang izin. 

- Hasil identifikasi flora dilindungi dalam 

dokumen AMDAL (1998), ditemukan antara 

lain 19 (sembilan belas) jenis flora dilindungi, 

14 jenis diantaranya merupakan jenis/pohon 

penghasil buah. 

- Saat ini, berdasarkan hasil 

inventarisasi/pemantauan flora sampai 

dengan tahun 2016, ditemukan 6 (enam) 

jenis flora dilindungi, tidak termasuk jenis 

pohon buah. 

- Terdapat indikasi gangguan terhadap 

kondisi sebagian species flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan terancam 

punah dan endemik yang terdapat di areal 

pemegang izin. 

Kesimpulan Indikator  3.5 12 / 18 =  66,67%  ( SEDANG  ) 

 

17. Indikator  3.6 : Pengelolaan Fauna untuk: 

1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 

dan bagian yang tidak rusak 

2) Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 

kegiatan, dan pemantauan) 

CD Sedang - PT. KWL telah memiliki prosedur 

pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan 

endemik yang terdapat di areal pemegang 

izin 

- SOP pengelolaan fauna masih bersifat 

umum, dengan kata lain pengelolaan fauna 

yang akan dilakukan belum berbasis pada 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

 jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil 

identifikasi. 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan fauna sesuai 

dengan yang direncanakan 

CD Sedang - PT. KWL telah mengalokasikan sebagian 

arealnya untuk tujuan pengelolaan fauna, 

berupa KPPN seluas 1.169 ha, DPSL seluas 

929 ha yang lokasinya kompak dan saling 

berhubungan, sebagian areal ini telah 

ditatabatas di lapangan dengan dokumen 

pendukung berupa, sebagaimana sudah 

dibahas pada verifier 3.1.2. 

- PT. KWL telah melakukan pengelolaan 

fauna sesuai dengan bentuk-bentuk 

pengelolaan fauna yang ada di dalam SOP 

pengelolaan fauna dilindungi. 

- PT. KWL belum sepenuhnya melakukan 

pengelolaan fauna dilindungi berbasis jenis, 

seperti menanam jenis-jenis vegetasi di 

areal KL yang dapat berfungsi sebagai 

pakan satwa. 

3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

CD Sedang - Salah satu tolak ukur kondisi spesies fauna 

dilindungi dikatakan tidak terganggu adalah 

keberadaan spesies fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan terancam 

punah dan endemik yang minimal mendekati 

sama dengan kondisi keberadaannya saat 

rona awal studi Amdal sebelum ada 

kegiatan pemegang izin. 

- Hasil identifikasi fauna dilindungi dalam 

dokumen AMDAL (1998), ditemukan antara 

lain 7 (tujuh) jenis mamalia dilindungi, 4 jenis 

reptilia dilindungi, dan 19 (sembilan belas) 

jenis burung dilindungi. 

- Saat ini, berdasarkan hasil 

inventarisasi/pemantauan fauna dilindungi 

sampai dengan tahun 2016, ditemukan 9 

(sembilan) jenis mamalia dan sekitar 20 (dua 

puluh) jenis burung dilindungi. 

- Di areal PT. KWL berdasarkan hasil 

identifikasi fauna sejak tahun 1998 

(dokumen Amdal) sampai saat ini, antara 

lain ditemukan jenis bekantan, owa atau 

kukang. Berdasarkan pustaka yag ada, jenis 

ini merupakan jenis arboreal dan kurang 

dapat beradaptasi dengan ekosistem buatan 

seperti HTI dan membutuhkan ekosistem 

hutan alam dengan keanekaragaman 

tegakan pohon yang tinggi serta 

kesinambungan kanopi pohonnya untuk 

pergerakan dan mencari pakannya. 

- Berdasarkan hasil konsultasi publik, 

diperoleh informasi bahwa masyarakat 
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Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

sekitar hutan masih sering melakukan 

kegiatan berburu/menjerat hewan, dan jenis-

jenis fauna yang biasa diperoleh adalah 

babi, rusa, atau kijang. 

- Terdapat gangguan terhadap kondisi fauna 

dilindungi seperti rusa, kijang, bekantan, 

owa atau kukang 

Kesimpulan Indikator  3.6 12 / 18 =  66,67%  ( SEDANG  ) 
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D. KRITERIA  :   SOSIAL 

18. Indikator  4.1  : Kejelasan deliniasi kawasan operasional 

perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat 

hukum adat dan atau masyarakat setempat.  

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

4.1.1. 

Ketersediaan dokumen / laporan 

mengenai pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin. 

D Baik Berdasar hasil telaahan dokumen yang ada PT 

KWL memiliki dokumen/laporan mengenai pola 

penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat setempat yang lengkap, dan dalam 

rencana pemanfaatan SDH PT KWL memiliki 

dokumen RKUPHHK Periode tahun 2008 – 

2017 (untuk rencana jangka 10 tahun) sedang 

untuk rencana tahunan memiliki dokumen 

RKTUPHHK-HT Tahun 2012 – 2016 (untuk 

periode 5 tahun terakhir).  

Di bidang Kelola Sosial selama 5 tahun terakhir 

PT KWL memiliki dokumen Project Plan 

Community Development  Tahun 2013 – 2016. 

4.1.2 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas / rekonstruksi 

batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

D Sedang PT KWL memiliki mekanisme Penyelesaian 

Konflik Batas Kawasan yang lengkap, akan 

tetapi PT KWL belum memiliki Prosedur  yang 

mengatur mekanisme penataan 

batas/rekonstruksi batas secara partisipatif, 

untuk penataan batas secara partisipatif saat 

ini PT KWL masih mengacu pada SOP 

Pelaksanaan FPIC Pada Areal Penanaman 

Baru dan Prosedur Studi Data Dasar namun 

dalam SOP ini masih bersifat global dan belum 

mengatur secara rinci tahapan-tahapan yang 

terkait penataan batas secara partisipatif. 

4.1.3 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH 

D Baik PT KWL memiliki mekanisme pengakuan hak-

hak dasar masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam perencanaan, 

pemanfaatan hutan yang lengkap dan jelas. 

4.1.4 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja unit 

manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat. 

D Sedang Pada areal PT KWL banyak ditemukan 

kebun/ladang masyarakat sekitar yang telah 

ditanami dengan tanaman keras seperti Karet, 

Buah, Rotan dll. namun baru kebun karet milik 

Pak Losen warga Kampung Ponak yang telah 

dilakukan Penataan Batas Partisipatif seluas 

9,09 Ha dan telah ditanami karet seluas 2,30 

Ha. 

Hasil observasi dilapangan ditemukan tanda 

batas tersebut berupa patok dari kayu yang 
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Verifier 
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diberi tanda pita kuning berada di areal kerja 

PT KWL petak E.130035D00 (sekitar KM 54 

Main Road  sebelah kiri jalan ke arah logpond) 

dengan koordinat S = 00⁰ 78’ 51,6” dan E = 116

⁰ 05’ 15,4 “, sedangkan batas dengan kawasan 

kehidupan yang lain masih belum dilakukan 

penataan batasnya. 

4.1.5 

Terdapat persetujuan para pihak 

atas luas dan batas areal kerja 

IUPHHK/KPH 

D Sedang Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada PT 

KWL memiliki sebagian dokumen persetujuan 

para pihak atas luas dan batas areal kerjanya. 

Sesuai dengan SK. Bupati Kutai Barat tersebut 

areal PT KWL secara administratif masuk 

kedalam 4 wilayah kampung ( Kampung 

Rikong, Ponak, Kendesiq dan Muara Siram), 

penetapan SK. Bupati ini berkaitan dengan 

pembagian Fee Kayu sesuai wilayah masing-

masing kampung. 

Kesimpulan Indikator  4.1 24 / 30  =  80,00%  ( SEDANG ) 

 

19. Indikator  4.2  : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

4.2.1 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perundangan 

yang relevan/berlaku. 

D Baik Berdasar telaahan terhadap dokumen tersebut 

diperoleh informasi bahwa PT KWL memiliki 

dokumen yang lengkap menyangkut tanggung 

jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

4.2.2 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

D Baik Mekanisme atau prosedur yang dimiliki PT 

KWL telah sesuai dengan pemenuhan 

kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar. 

4.2.3 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH. 

D Sedang PT KWL telah melaksanakan sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar perihal HCS & 

HCV, Perencanaan pembentukan DMPA,  akan 

tetapi tidak ditemukan bukti sosialisasi yang 

berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap masyarakat seperti 

program CSR pada masing-masing desa, 

Rencana Operasional   RKT dll.  
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Verifier 
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4.2.4 

Realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap 

masyarakat /implementasi hak-

hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH 

D Sedang Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen 

yang ada, PT KWL telah melaksanakan 

tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat atau setempat baru 

sebagian, karena ada beberapa sebab antara 

lain tidak ada kegiatan operasional PT KWL 

selama 3 tahun, sejak tahun 2013 hingga saat 

audit tahap II dilakukan (2016). 

4.2.5 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi. 

D Sedang Berdasarkan telaahan terhadap dokumen 

tersebut, dokumen PT KWL terkait 

pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk 

ganti rugi baru sebagian direalisasikan karena 

terkendala oleh tidak adanya kegiatan 

operasional selama kurang lebih 3 tahun 

Kesimpulan Indikator  4.2 24 / 30 =  80,00%  ( SEDANG  ) 

20. Indikator  4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat 

yang adil antar para pihak 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

4.3.1 

Ketersediaan data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh 

oleh aktivitas pengelolaan SDH 

D Baik Berdasar telaahan terhadap dokumen yang 

ada, PT KWL memiliki data dan informasi  

tentang masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

yang lengkap dan jelas 

4.3.2 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat 

D Sedang Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, tidak 

ditemukan mekanisme/ SOP PT KWL yang 

secara terpisah/khusus mengatur mekanisme 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat setempat.  

 

4.3.3 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

D Sedang Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut 

diperoleh informasi  bahwa dokumen  rencana 

PT KWL dalam peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat    masih bersifat 

global tidak dirinci program kegiatan pada 

masing-masing desa. 
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4.3.4 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau masyarakat 

setempat oleh pemegang izin 

yang tepat sasaran 

D Sedang a. Rencana dan Realisasi Kegiatan PMDH PT 

KWL selama periode 5 tahun terakhir 

diperoleh hasil sbb :  

                                               (x Rp. 1000) 

Thn Rencana Realisasi % 

2012 402.550 350.471 87,06 

2013 441.550 184.316 41,74 

2014 223.000 97.354 43,66 

2015 259.000 26.997 10,42 

2016 240.450 18.876 *)  

Rata-rata 45,72 

*) realisasi sampai Semester I 

Berdasar tabel diatas realisasi Kegiatan 

PMDH rata-rata sebesar 45,72.% (< 50 %). 

b. Penyerapan tenaga kerja PT KWL 

sebanyak 33 orang dan 28 orang berasal 

dari masyarakat lokal, ini dikarenakan 

selam 3 tahun PT KWL tidak ada kegiatan 

operasional 

c. PT KWL pernah membantu perbaikan 

akses jalan di kampung Kendesiq, Rikong 

dan Ponaq pada tahun 2012 dan 2013, 

akan tetapi  pada 3 tahun terakhir tidak 

terdapat perbaikan terhadap jalan tersebut 

dikarenakan tidak ada Alat Berat di PT 

KWL (akibat stagnan operasional). 

4.3.5 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak 

D Sedang Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut 

diperoleh informasi  bahwa  PT KWL memiliki 

hanya sebagian dokumen pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para pihak, ini 

merupakan akibat dari tidak adanya 

operasional di lapangan selama kurang lebih 3 

tahun   

Kesimpulan Indikator  4.3 22 / 30  =  73,33%  ( SEDANG  ) 
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21. Indikator  4.4 : Keberadaan mekanisme resolusi konflik  

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

4.4.1 

Tersedianya mekanisme resolusi 

konflik 

D Baik PT KWL dalam menangani konflik telah 

memiliki mekanisme resolusi konflik yang 

lengkap terdapat dalam : 

1. SOP Penyelesaian Konflik Lahan yang 

dilengkapi  dengan Tugas dan Tanggung 

Jawab masing-masing Jabatan  serta 

Prosedur kerja dalam Penyelesaian Konflik.   

2. SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di areal 

Kerja IUPHHK HTI juga dilengkapi dengan 

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing 

Jabatan dan langkah-langkah dalam 

penyelesaian konflik. 

4.4.2 

Tersedia peta konflik 

D Sedang Berdasar telaahan terhadap dokumen yang 

ada, PT KWL memiliki peta konflik dan 

monitoring perkembangan konflik, namun 

selama jangka 5 tahun terakhir, namun belum 

terdapat penanganan kasus klaim lahan yang  

telah diselesaikan.   

4.4.3 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh para 

pihak. 

D Sedang PT KWL memiliki Struktur Organisasi Distrik 

Ponaq dan dilengkapi Job Description, 

sedangkan tanggung jawab untuk penyelesaian 

konflik di lapangan berada dibawah Forest 

Protection Distrik, sedang untuk tingkat Districk   

berada dibawah wewenang Distrik Manager.  

Sedangkan dalam penyediaan dana PT KWL 

tidak secara khusus menyusun anggaran 

penyelesaian konflik secara khusus akan tetapi 

apabila terdapat kasus yang harus diselesaikan 

pihak Manajemen PT KWL akan menyiapkan 

dana sampai kasus tersebut selesai. 

PT KWL dalam penyelesaian kasus/konflik  di 

lapangan  juga mengikutsertakan pihak 

eksternal dengan menunjuk Lembaga 

Penyelesaian Konflik Lahan yang terdiri  dari   

Tokoh Masyarakat sekitar, Aparat 

Pemerintahan Desa, Camat, serta jajaran 

Muspika dan dinas terkait. 

4.4.4 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang pernah 

terjadi. 

D Sedang Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen 

(Berita Acara Kesepakatan)  antara PT KWL 

dan masyarakat Rikong yang dibuat pada 

tahun 2012 serta hasil wawancara dengan 

masyarakat desa Rikong dan Ponaq diperoleh 

informasi bahwa terdapat beberapa 

kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh PT KWL 

antara lain : 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

a. Bantuan BBM (solar) beberapa bulan tidak 

dikirim oleh PT KWL. 

b. Perbaikan Jalan menuju kampung tidak 

dilakukan oleh PT KWL karena tidak ada 

unit. 

c. Belum diselesaikannya atas kekurangan 

pembayaran Fee Kayu yang tersisa/belum 

diangkut. 

Hal tersebut bila tidak diselesaikan dengan baik 

akan berpotensi akan muncul konflik lagi. 

Kesimpulan Indikator  4.4 18 / 24 =  75,00%  ( SEDANG ) 

 

22. Indikator  4.5 : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan 

tenaga kerja. 

Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

4.5.1 

Adanya hubungan industrial 

D Baik Hubungan Industrial PT KWL dengan 

karyawannya diatur dalam Perjanijan Kerja 

Bersama (PKB), PT KWL  memiliki PKB 

Periode 2016 – 2018 dan telah mendapat 

pengesahan dari Disnakertrans Provinsi Kaltim 

Nomor : KEP.560/2926/B.PHI & 

JAMSOSTEK/2016 pada tanggal 12 Oktober 

2016 masa berlaku 2 tahun. 

PT KWL telah mensosialisasi PKB tersebut   

kepada Karyawannya pada tanggal 5 

September 2016 diikuti oleh  27 peserta. 

Hasil Wawancara dengan 3 orang karyawan PT 

KWL diperoleh informasi bahwa karyawan PT 

KWL telah mendapat sosialisasi PKB dan 

Pihak Manajemen telah merealisasikan 

hubungan industrialnya kepada seluruh 

karyawan sesuai ketentuan dalam PKB 

4.5.2 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja. 

D Baik 1. Berdasarkan Rencana dan Realisasi 

Pelatihan PT KWL selama periode 5 tahun 

terakhir diperoleh hasil sbb : 

Tahun Rencana Realisasi % 

2012 30 35 116 

2013 10 14 140 

2014 10 5 50 

2015 5 3 60 

2016 25 35 140 

Rata-rata 101 
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Nomor & Judul 

Verifier 
Bobot NILAI Ringkasan Justifikasi 

Dari tabel tersebut diatas hasil rata-rata 

realisasi       pelatihan atau peningkatan 

kompetensi karyawan sebesar 101 %. 

2. Dalam pemenuhan Ganis PHPL : PT KWL 

memiliki Ganis PHPL sebanyak 7 orang ( 

PKB-R =3, Canhut =1, Nenhut = 1, Binhut = 

1, Kurpet = 1) dan telah  sesuai Perdirjen 

PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. 

4.5.3 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

D Baik Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen yang 

ada,  PT KWL memiliki mekanisme jenjang 

karir yang lengkap dan jelas dan hasil  

wawancara dengan beberapa karyawan 

diperoleh informasi bahwa  PT KWL  telah  

mengimplementasikan standar jenjang karir  

tersebut sesuai SOP yang ada. 

4.5.4 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

D Sedang Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen 

yang ada dan hasil wawancara diperoleh 

informasi bahwa PT KWL telah memiliki 

dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan 

yang cukup lengkap namun baru sebagian 

besar yang telah diimplementasikan 

dilapangan, terlihat dari kondisi bangunan 

kantor dan fasilitas mess karyawan yang ada 

saat ini masih kurang nyaman bagi para 

karyawan.  

Dan berdasarkan keterang Distrik Manager PT 

KWL untuk bangunan Kantor telah diajukan 

Biaya renovasi dan sudah mendapat 

persetujuan dari FOD dan pada saat adit 

dilakukan kegiatan renovasi kantor sudah mulai 

dikerjakan. 

Kesimpulan Indikator  4.5 22 / 24 =  91,67%  ( BAIK ) 
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E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) 

PRINSIP 1. 

Indikator 1.1.1.  Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang 

berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

1. 1.1.1.a.  

Dokumen legal terkait perizinan 

usaha (SK IUPHHK) 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki SK IUPHHK-HT 

berdasarkan SK. No. 169/Menhut-II/2005, tanggal 16 

Juni 2005  tentang Pemberian Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Kepada PT. Kelawit Wana Lestari atas Areal Hutan 

seluas ± 22.065 (dua puluh dua ribu enam puluh lima) 

Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK telah 

disahkan dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan 

H.M.S. Kaban, SE, M.Si dan disalin sesuai dengan 

aslinya oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi 

Kementerian Kehutanan, ditandatangani oleh Suparno 

S.H. NIP 080068472 dan distempel. Terdapat lampiran 

peta SK-IUPHHK-HT yang merupakan Peta lampiran 

SK. No. 169/Menhut-II/2005 atas nama PT Kelawit 

Wanalestari luas ± 22.065 Skala 1 : 50.000 diterbitkan 

dan ditandatangani tanggal 16 Juni 2005 oleh Menteri 

Kehutanan H. M.S. Kaban, SE, M.Si dan distempel. 

Dokumen Legalitas Perusahaan seperti Akte 

Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP tidak ada perubahan. 

2. 1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban 

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen Surat 

Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan 

Tanaman Industri (SPP IIUPHHK-HTI) Nomor: 224/VI-

Edar/2001 tanggal 22 Pebruari 2001 sebesar Rp. 

57.369.000,00. 

PT Kelawit Wanalestari memiliki bukti  setor 

pemenuhan kewajiban IIUPHHK-HTI berupa surat 

setoran Kepada Bank Indonesia Nomor 100087, 

tanggal 04-04-2001 sejumlah Rp. 57.369.000,00. 

3. 1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah 

di luar kegiatan IUPHHK (jika 

ada) 

M PT Kelawit Wanalestari telah melakukan upaya 

identifikasi terhadap penggunaan lain di luar kegiatan 

IUPHHK dengan melakukan overlay dengan lampiran 

peta SK 718/Menhut-II/2014. Terdapat perubahan 

status kawasan pada sebagian kawasan Hutan 

Produksi menjadi Areal Penggunaan Lain. Areal 

Penggunaan Lain telah menjadi areal izin penggunaan 

kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI 

berupa izin perusahaan kelapa sawit atas nama PT 

Teguh Swakarsa Sejahtera berdasarkan SK Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 59/HGU/BPN/2005 

tanggal 02 Juni 2005. 
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PRINSIP 2. 

Indikator 2.1.1.  RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan 

Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

4. 2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, 

meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH 

& lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh 

Ganis PHPL Timber Cruising 

dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang 

disusun berdasarkan 

RKU/RPKH dan disahkan 

oleh pejabat yang 

berwenang atau yang 

disahkan secara self 

approval. 

c) Peta rencana penataan 

areal kerja yang dibuat oleh 

Ganis PHPL Canhut. 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen RKUPHHK-

HTI PT Kelawit Wanalestari jangka waktu sepuluh (10) 

tahun periode tahun 2008 – 2017 yang telah disahkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.259/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang 

Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri 

(RKUPHHK-HTI) Dalam Hutan Tanaman untuk Jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun. 

PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen 

RKTUPHHK-HT tahun 2015 dan lampiran petanya 

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor 2621/Kpts/DK-V/2015 

tanggal 27 Mei 2015. 

PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen 

RKTUPHHK-HT tahun 2016 dan lampiran petanya 

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor 133/Kpts/DK-V/2016 tanggal 

29 September 2015. 

Rencana Kegiatan pada RKT 2016  : 

- Luas Penanaman : 1.097 Ha,  terdiri dari : 

Tanaman Pokok     : 1.097 Ha 

Tanaman Unggulan  :     - Ha 

Tanaman Kehidupan  :    - Ha 

 

- Penebangan/ Pemanenan : 

Luas    :     985 Ha 

Volume  : 158.361,45 m3 

PT Kelawit Wanalestari telah memiliki Ganis PHPL 

Canhut atas Amiruddin, No. Reg. 00376-

13/CANHUT/XX/2011 berlaku sampai dengan 24 Juli 

2017 bertugas membuat Peta rencana penataan areal 

kerja. 

5. 2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki peta lampiran 

RKTUPHHK-HTI tahun 2016 yang memuat areal tidak 

boleh ditebang/ kawasan lindung. Areal yang tidak 

boleh ditebang/ kkawasan lindung pada Peta RKT 

ditandai dengan arsiran jelas berupa : 
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 - Sempadan Sungai 

- Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 

- Kawasan Perlindungan Satwa Liar 

Hasil verifikasi lapangan dijumpai adanya penandaan 

dan pemasangan plang Kawasan Lindung berupa : 

- Sempadan Sungai yaitu Sempadan Sungai Ponak 

pada koordinat N 000 49’ 40,00” E 1160 02’ 02,01” 

- Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah pada 

koordinat N 000 47’ 27,28” E 1160 03’ 06,55”  

- Kawasan Pelestaian Satwa Liar pada koordinat N 

000 48’ 38,78” E 1160 03’ 05,42” 

Terdapat pemasangan patok batas kawasan lindung 

diantaranya : 

- Patok batas KPSL dengan Tanaman Unggulan 

pada koordinat N 000 49’ 18,48” E 1160 03’ 08,504” 

- Patok batas KPPN dengan KPSL pada koordinat N 

000 48’ 01,03” E 1160 03’ 05,42” 

Penandaan kawasan lindung dan batas-batasanya 

telah sesuai dengan koordinat pada Peta. 

6. 2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok 

tebangan/blok RKT/petak RTT 

yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

M PT Kelawit Wanalestari telah melakukan penandaan 

blok tebangan RKT 2016 sesuai lampiran peta 

RKTUPHHK-HTI tahun 2016 skala 1:50.000 berupa 

arsiran yang telah disahkan dan disetujui oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditandai 

paraf dan stempel Dinas Kehutanan pada arsiran blok 

tebangan. Areal tebangan Blok  RKT 2016 terdiri atas 

rencana RKT 2016 Murni dan Carry Over RKT 2015. 

Di lapangan dijumpai adanya penandaan lokasi 

tebangan RKT 2016, diantaranya : 

- Plang Blok RKT 2016 PT Kelawit Wanalestari pada 

koordinat N 000 49’ 35,94” E 1160 03’ 08,87” 

ditandai dengan Plang berwarna putih bertuliskan 

“BLOK RKT UPHHK-HTI TAHUN 2016”. 

- Plang Blok RKT 2015 PT Kelawit Wanalestari pada 

koordinat N 000 45’ 28,10” E 1160 02’ 50,72” 

ditandai dengan Plang berwarna putih bertuliskan 

“BLOK RKT TAHUN 2015”. 

- Patok Petak E12/85A pada koordinat N 000 49’ 

23,54” E 1160 03’ 06,52” ditandai dengan patok 

warna putih. 

- Patok Petak E12/95D pada koordinat N 000 49’ 

23,31” E 1160 03’ 06,64” ditandai dengan patok 

warna putih. 

- Patok Petak E12/84C pada koordinat N 000 49’ 

40,00” E 1160 02’ 33,34” ditandai dengan patok 

warna putih. 

- Patok Petak E13/64C1 pada koordinat N 000 45’ 

19,21” E 1160 02’ 46,13” ditandai dengan patok 
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No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

warna putih. 

pemasangan plang blok tebangan, patok petak, dan  

batas blok tebangan  telah sesuai dengan Peta 

RKTUPHHK-HTI 2016. 

 

Indikator 2.2.1.  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

7. 2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen RKUPHHK-

HTI PT Kelawit Wanalestari jangka waktu sepuluh (10) 

tahun periode tahun 2008 – 2017 dan telah disahkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.259/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang 

Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri 

(RKUPHHK-HTI) Dalam Hutan Tanaman untuk Jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun. 

 

 

PRINSIP 3. 

Indikator 3.1.1.  Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang 

dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

8. 3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M PT Kelawit Wanalestari berdasarkan surat keterangan 

Direksi nomor 006/KWL/FSD/XII/2016 menyatakan 

bahwa PT Kelawit Wanalestari belum dapat 

melaksanakan kegiatan produksi/ pemanenan kayu 

pada periode audit baik RKT tahun 2015 dan RKT 

tahun 2016. Oleh karena itu, belum dapat dilakukan 

verifikasi terhadap dokumen LHP hasil produksi kayu. 

Namun demikian, PT Kelawit Wanalestari telah 

memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan produksi 

kayu diantaranya :  

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki SOP TUK No. 

Dok. KWL/E&K-3 P/002-PR memuat prosedur tata 

usaha kayu diantaranya pembuatan Buku ukur dan 

LHP.  

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki petugas yang 

berkompeten dan memiliki pengetahuan 

melaksanakan kegiatan produksi kayu yaitu Ganis 

PHPL PKB pembuat LHP atas nama Juli Santi 
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Register No 02093-13/PKB-R/XX/2016 berlaku 

sampai 4 Desember 2016 yang telah ditetapkan 

sesuai SK Direksi No. SK.109/KWL-SMD/XII/2016 

tanggal 09 Desember 2016. 

 

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki perangkat 

dan hak akses SIPUHH berdasarkan Surat dari 

Direktorat Jenderal PHPL nomor. S.1218/BIKPHH-

2/2015 tanggal 29 Desember 2015 berupa 

pemberian user id dan pasword untuk operasional 

SIPUHH.  

- PT Kelawit Wanalestari telah menetapkan operator 

SIPUHH/ SIPNBP/ SIMPONI IUPHHK-HTI PT 

Kelawit Wanalestari melalui SK Direksi No. 

SK.070/KWL-SMD/XII/2016 tanggal 09 Desember 

2016. 

 

Indikator 3.1.2.  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan 

surat keterangan sahnya hasil hutan 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

9. 3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil 

hutan dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer 

dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

c) TPK Antara ke industry 

primer hasil hutan dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

M Pada periode audit PT Kelawit Wanalestari belum 

melaksanakan kegiatan produksi sehingga belum 

dapat dilakukan verifikasi terhadap dokumen sahnya 

hasil hutan yang digunakan untuk melindungi kayu 

keluar TPK. 

Namun demikian, PT Kelawit Wanalestari telah 

memiliki sarana dan prasarana penerbitan surat 

keterangan sahnya hasil hutan pada kegiatan 

pengangkutan kayu keluar TPK, diantaranya :  

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki/menetapkan 

TPn, TPK Hutan yang tercantum dalam dokumen 

RKTUPHHK-HTI tahun 2016 IUPHHK HTI PT 

Kelawit Wanalestari disahkan berdasarkan SK. No. 

133/Kpts/DK-V/2016 tanggal 29 September 2016. 

PT  Kelawit Wanalestari telah memiliki/menetapkan 

TPK Antara (Logpond) yang berada di Kampung 

Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabuapen 

Kutai Barat berdasarkan SK Direksi No.082/KWL-

SMD/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014. 

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki petugas yang 

berkompeten dan memiliki pengetahuan 

melaksanakan kegiatan produksi kayu yaitu Ganis 

PHPL PKB penerbit SKSHHK atas nama 

Amadurikin Register No 00540-13/PKB-R/XX/2011 

berlaku sampai 22 September 2017 yang telah 

ditetapkan sesuai SK Direksi No. SK.106/KWL-

SMD/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016. Ganis 

PHPL PKB penerbit SKSHHK atas nama Sukaria 
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Register No 01908-13/PKB-R/XX/2016 berlaku 

sampai 17 Maret 2019 yang telah ditetapkan sesuai 

SK Direksi No. SK.107/KWL-SMD/XII/2016 tanggal 

09 Desember 2016 dan Petugas Verifikasi 

Penerima Kayu sesuai SK Direksi No. SK.107/KWL-

SMD/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki perangkat 

dan hak akses SIPUHH berdasarkan Surat dari 

Direktorat Jenderal PHPL nomor. S.1218/BIKPHH-

2/2015 tanggal 29 Desember 2015 berupa 

pemberian user id dan pasword untuk operasional 

SIPUHH.  

- PT Kelawit Wanalestari telah menetapkan operator 

SIPUHH/SIPNBP/SIMPONI IUPHHK-HTI PT 

Kelawit Wanalestari melalui SK Direksi No. 

SK.070/KWL-SMD/XII/2016 tanggal 09 Desember 

2016. 

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki SOP TUK No. 

Dok. KWL/E&K-3 P/002-PR yang menerangkan 

prosedur tata usaha kayu berupa pengangkutan 

kayu keluar dari TPK berserta penerbitan dokumen 

SKSHHK. 

 

Indikator 3.1.3.  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT. 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

10. 3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode 

pada kayu dari pemegang 

IUPHHK-HT  bisa dilacak balak 

M Pada periode audit, PT Kelawit Wanalestari belum 

melaksanakan kegiatan produksi kayu sehingga 

pemeriksaan terhadap penandaan kayu belum dapat 

diverifikasi di lapangan. 

Namun demikian, PT Kelawit Wanalestari telah 

memiliki petugas dan prosedur mengenai 

penatausahaan hasil hutan. Hasil wawancara dengan 

petugas TUK dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat pemahaman untuk melaksanakan pendanaan 

pada kayu pada penatausahaan hasil hutan sesuai 

prosedur dan ketentuan. 

PT Kelawit Wanalestari telah memiliki prosedur berupa 

SOP Chain Of Custody (COC) No. Dok. KWL/E&K-3 

P/013-PR, SOP Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak 

(COC) No. Dok. KWL/E&K-3 P/012-PR dan SOP Tata 

Usaha Kayu No. Dok. KWL/E&K-3 P/002-PR memuat 

prosedur PUHH diantaranya penandaan kayu yang 

memungkinkan penelusuran kayu/ bisa dilacak-balak. 
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No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

11. 3.1.3.b.  

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

M Pada periode audit, PT Kelawit Wanalestari belum 

melaksanakan kegiatan produksi kayu sehingga belum 

dapat diverifikasi konsistensi identitas kayu yang 

diterapkan secara konsisten di lapangan. Namun 

demikian, PT Kelawit Wanalestari telah memiliki 

petugas dan prosedur mengenai penandaan kayu 

pada penatausahaan hasil hutan. 

Hasil wawancara dengan petugas TUK dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat pemahaman untuk 

melaksanakan penerapan pendanaan identitas kayu 

secara konsisten pada penatausahaan hasil hutan 

sesuai prosedur dan ketentuan. 

PT Kelawit Wanalestari telah memiliki prosedur berupa 

SOP Chain Of Custody (COC) No. Dok. KWL/E&K-3 

P/013-PR, SOP Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak 

(COC) No. Dok. KWL/E&K-3 P/012-PR dan SOP Tata 

Usaha Kayu No. Dok. KWL/E&K-3 P/002-PR 3 

memuat prosedur diantaranya penandaan identitas 

kayu sehingga diketahui ada sistem yang 

memungkinkan penelusuran kayu/bisa dilacak-balak 

pada penatausahan hasil hutan. 

 

Indikator 3.1.4.  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan 

kayu ke luar TPK 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

12. 3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk 

hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan 

tanaman 

 

M Selama periode audit, PT Kelawit Wanalestari belum 

melaksanakan kegiatan produksi dan pengangkutan 

hasil hutan sehingga belum dapat dilakukan verifikasi 

terhadap arsip surat keterangan hasil hutan yang 

digunakan untuk melindungi kayu keluar TPK. 

PT Kelawit Wanalestari telah memiliki sarana dan 

prasarana untuk mendukung pengarsipan dokumen 

sahnya hasil hutan, diantaranya :  

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki Pos Tata 

Usaha Kayu yang berada di KM 48 untuk 

melakukan pengarsipan surat keterangan sahnya 

hasil hutan. 

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki/menetapkan 

TPn, TPK Hutan yang tercantum dalam dokumen 

RKTUPHHK-HTI tahun 2016 IUPHHK HTI PT 

Kelawit Wanalestari disahkan berdasarkan SK. No. 

133/Kpts/DK-V/2016 tanggal 29 September 2015. 

PT  Kelawit Wanalestari telah memiliki/menetapkan 

TPK Antara (Logpond) yang berada di Kampung 

Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabuapen 

Kutai Barat berdasarkan SK Direksi No.082/KWL-

SMD/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014. 

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki SOP TUK No. 
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No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

Dok. KWL/E&K-3 P/002-PR yang menerangkan 

prosedur tata usaha kayu berupa pengangkutan 

kayu keluar dari TPK berserta penerbitan dokumen 

SKSHHK 

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki petugas yang 

berkompeten dan memiliki pengetahuan 

melaksanakan kegiatan produksi kayu yaitu Ganis 

PHPL PKB penerbit SKSHHK atas nama 

Amadurikin Register No 00540-13/PKB-R/XX/2011 

berlaku sampai 22 September 2017 yang telah 

ditetapkan sesuai SK Direksi No. SK.106/KWL-

SMD/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 dan 

Sukaria sebagai penerbit SKSHHK dan Petugas 

Verifikasi Penerima Kayu  Register No 01908-

13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai 17 Maret 2019 

yang telah ditetapkan sesuai SK Direksi No. 

SK.107/KWL-SMD/XII/2016 tanggal 09 Desember 

2016. 

- PT Kelawit Wanalestari telah memiliki perangkat 

dan hak akses SIPUHH berdasarkan Surat dari 

Direktorat Jenderal PHPL nomor. S.1218/BIKPHH-

2/2015 tanggal 29 Desember 2015 berupa 

pemberian user id dan pasword untuk operasional 

SIPUHH.  

- PT Kelawit Wanalestari telah menetapkan operator 

SIPUHH/ SIPNBP/SIMPONI IUPHHK-HTI PT 

Kelawit Wanalestari melalui SK Direksi No. 

SK.070/KWL-SMD/XII/2016 tanggal 09 Desember 

2016. 

 

Indikator 3.2.1.  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi 

(DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

13. 3.2.1.a.  

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau 

PSDH telah diterbitkan 

M Pada periode audit, PT Kelawit Wanalestari belum 

melaksanakan kegiatan produksi kayu sehingga 

dokumen SPP PSDH belum dapat diverifikasi. Namun 

demikian dapat diverifikasi bahwa PT Kelawit 

Wanalestari telah memiliki sarana dan prasarana 

kegiatan produksi kayu sampai pada penerbitan 

dokumen SPP sesuai LHP yang dibuat melalui 

SIPUHH, SI-PNBP dan SIMPONI. 

14. 3.2.1.b.  

Bukti setor DR dan atau PSDH 

M Pada periode audit, PT Kelawit Wanalestari belum 

melaksanakan kegiatan produksi kayu sehingga bukti 

setor pembayaran PSDH belum dapat diverifikasi. 

Namun demikian, dapat diverifikasi bahwa PT Kelawit 

Wanalestari telah memiliki sarana dan prasarana 

kegiatan produksi kayu sampai pada pembayaran 

PSDH sesuai SPP yang diterbitkan melalui SIPUHH, 
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No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

SIPNBP dan SIMPONI. 

15. 3.2.1.c.  

Kesesuaian tarif DR dan PSDH 

atas hutan alam (termasuk hasil 

kegiatan penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan tanaman) 

dan kesesuaian tarif PSDH untuk 

kayu hutan tanaman. 

M Pada periode audit, PT Kelawit Wanalestari belum 

melaksanakan kegiatan produksi kayu. Penghitungan 

tarif PSDH melalui mekanisme SIPUHH, sehingga 

kesesuaian tarif akan secara otomatis sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

 

PRINSIP 4. 

Indikator 4.1.1.  Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah 

disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal 

kerjanya. 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

16. 4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL 

 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen AMDAL 

terdiri dari, Laporan Utama Analisis Dampak 

Lingkungan (ANDAL), Ringkasan Eksekutif (RE), 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) mencakup seluruh 

areal IUPHHK-HTI. Dokumen Laporan Utama Analisis 

Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan 

Tanaman Industri PT Kelawit Wanalestari di 

Kabupaten Dati II Kutai Provinsi Kalimantan Timur 

telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut 

No.83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999. 

 

Indikator 4.1.2.  Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL 

yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak 

lingkungan dan menyediakan manfaat sosial  

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

17. 4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki memiliki dokumen 

Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan 

bagian dari dokumen AMDAL dan telah disetujui oleh 

Komisi Pusat AMDAL Dephut No.83/DJ-VI/AMDAL/99 

tanggal 6 Juli 1999. Dampak penting yang dikelola 

berupa Kawasan Lindung, Areal tidak Efektif untuk 

Produksi, dan areal Efektif untuk Produksi dalam 

konteks keseluruhan aspek fisik, kimia, serta sosial.  
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No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

18. 4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan 

dan pemantauan dampak 

penting aspek fisik-kimia, biologi 

dan sosial 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen Laporan 

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari 

semester II tahun 2015 dan semester I tahun 2016 

yang telah dibuat sesuai dengan rencana dan dampak 

penting yang terjadi di lapangan berisi pelaksanaan 

pemantauan komponen fisik-kimia, komponen biologi, 

kegiatan sosial berupa CSR yang telah didistribusikan 

kepada instansi terkait. 

Terdapat bukti pengiriman Laporan pelaksanaan RKL 

dan RPL semester II tahun 2015 kepada Dinas 

Kehutanan Prov. Kaltim sesuai surat tanda bukti telah 

diterima dan ditandatangani oleh Roqiah tanggal 24 

April 2016. 

Terdapat bukti pengiriman Laporan pelaksanaan RKL 

dan RPL semester II tahun 2015 kepada Badan 

Lingkungan Hidup Prov. Kaltim sesuai surat tanda 

bukti telah diterima dan ditandatangani oleh Haryono 

tanggal 25 April 2016.   

Terdapat bukti pengiriman Laporan pelaksanaan RKL 

dan RPL semester I tahun 2016 kepada Dinas 

Kehutanan Prov. Kaltim sesuai surat tanda bukti telah 

diterima dan ditandatangani oleh Jubaidah tanggal 15 

Desember 2016. 

Terdapat bukti pengiriman Laporan pelaksanaan RKL 

dan RPL semester I tahun 2016 kepada Badan 

Lingkungan Hidup Prov. Kaltim sesuai surat tanda 

bukti telah diterima dan ditandatangani oleh Mizan 

tanggal 15 Desember 2016. 

 

PRINSIP 5. 

Indikator 5.1.1.  Prosedur dan implementasi K3 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

19. 5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M Terdapat SOP 13 SOP yang berkaitan dengan K3 dan 

SOP kegiatan operasional lainya yang mencantumkan 

K3, diantaranya : 

- Prosedur penetapan Program K3 

- Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja 

- Pertolongan pertama pada kecelakaan dan tanggap 

darurat 

- Kesiapsiagaan Tanggap Darurat 
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No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

 

PT Kelawit Wanalestari memiliki Struktur Organisasi 

P2K3 yang telah tercatat dan disahkan oleh Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat melalui SK 

Nomor : Kep.560/247/I-DTK/V/2016 tanggal 16 Mei 

2016 dan dapat diiverifikasi terhadap keberadaan 

personil P2K3 yang ditunjuk bertanggung jawab dalam 

implementasi K3 berada di basecamp 62 Distrik Ponak 

PT Kelawit Wanalestari. 

20. 5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki peralatan K3 seperti 

Kotak P3K dan APAR yang telah didistribusikan di 

bangunan mess, dapur, kantor dan gudang dengan 

kondisi baik, masih berfungsi dan dilakukan 

mornitoring secara rutin setiap bulan.  

PT Kelawit Wanalestari memiliki Klinik Kesehatan, 

peralatan kesehatan dan Obat-obatan yang memadahi. 

Terdapat Alat Pelindung Diri berupa Helm, Sepatu 

boots, Kacamata safety, Masker, dan Sarung tangan 

yang telah didistribusikan sesuai berita acara 

penyerahan alat pelidung diri. 

Terdapat peralatan pemadam kebakaran di Distrik 

Ponak diantaranya pompa air, selang, noozle, fire truck 

dan peralatan manual lainnya. Terdapat fire denger 

rating sebagai petunjuk status tingkat bahaya 

kebakaran areal IUPHHK-HT PT Kelawit Wana Lestari 

dan terdapat papan himbauan larangan membakar 

hutan. 

Terdapat pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang di 

pasang di jalan utama (main road). 

 

21. 5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki Catatan Kecelakaan 

Kerja yang dilaporkan secara periodik. Laporan catatan 

kecelakaan kerja yang dilaporkan kepada instansi 

terkait per Tri Wulan (3 bulan sekali). Laporan 

Monitoring Kecelakaan Kerja diketahui bahwa selama 

periode audit dilaporkan NIHIL. Selain itu, terdapat 

laporan yang dibuat bulanan berupa laporan bulanan 

kecelakaan kerja oleh petugas paramedis klinik 

kesehatan PT Kelawit Wanalestari diverifikasi selama 

periode audit NIHIL/ Tidak terjadi kecelakaan. 
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Indikator 5.2.1.  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

22. 5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan 

serikat pekerja 

M Pekerja dan karyawan PT Kelawit Wanalestari telah 

membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam 

Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (FSP Kahutindo) 

yaitu “Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja  Kahutindo 

PT Kelawit Wanalestari”. PUK SP Kahutindo PT 

Kelawit Wanalestari periode 2016 - 2018 telah 

terbentuk atau terpilih sesuai dengan Laporan 

Pemilihan Ketua PUK SP Kahutindo Nomor : 001/PUK-

KWL/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 kepada Ketua 

DPD FSP Kahutindo Provinsi Kalimantan Timur. 

PUK SP Kahutindo PT Kelawit Wanalestari sebagai 

berikut : 

- Ketua : Syamsul Marlin 

- Wakil Ketua : Mika Pune 

- Sekretaris : Raihana 

- Bendahara : Amadurikin 

Serikat pekerja PUK SP Kahutindo PT Kelawit 

Wanalestari telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Kutai Barat sesuai Tanda Bukti pencatatan 

dengan nomor 560/561/II-DKT/VI2013 tanggal 13 

September 2013. 

 

 

Indikator 5.2.2.  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan 

Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

23. 5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB 

atau PP 

M PT Kelawit Wanalestari telah memiliki dokumen PKB 

yang ditandatangani antara Manajemen PT Kelawit 

Wanalestari dengan PUK SP Kahutindo PT Kelawit 

Wana Lestari periode 2016-2018. 

Dokumen PKB periode 2016-2018 PT Kelawit 

Wanalestari telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

berdasarkan SK Nomor.: KEP.560/2926/B.PHI 

&JAMSOSTEK/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang 

Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama 

antara PT Kelawit Wanalestari dengan PUK SP 

Kahutindo PT Kelawit Wanalestari berlaku  sampai 12 

Oktober 2018 
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Indikator 5.2.3.  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

No. Verifier NILAI Ringkasan Justifikasi 

24. 5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah 

umur 

M PT Kelawit Wanalestari tidak mempekerjakan karyawan 

dibawah umur. Verifikasi terhadap daftar karyawan PT 

Kelawit Wanalestari sampai periode Desember 2016 

diketahui bahwa PT Kelawit Wanalestari memiliki 

karyawan sebanyak 33 Orang. Karyawan termuda 

bernama Grace Haidy Novita lahir pada  lahir  21 

Desember 1998 sebagai Admin Officer dan mulai 

bekerja pada tanggal 10 Oktober 2016 saat berusia 18 

tahun 8 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






